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ABSTRAK 

 
 Bahwa usaha kegiatan industri dan perdagangan adalah kegiatan strategis yang 

melibatkan sumberdaya manusia dan sumber daya alam dalam jumlah besar; 
 Bahwa kegiatan industri dan perdagangan sebagai kegiatan strategis yang perlu dikendalikan 

perizinannya sekaligus dapat dioptimalkan bagi penerimaan daerah; 
 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri dan 
Perdagangan Dalam Kabupaten Ogan Ilir, dengan Sistematika sebagai berikut: 
 
1.        Ketentuan Umum 
2.        Objek Dan Subjek 
3.        Ketentuan Dan Golongan 
4.        Retribusi 
5.        Masa Berlaku Izin  
6.        Tata Cara Penagihan Retribusi 
7.        Keberatan Atas Penetapan Retribusi 
8.        Pengembalian Kelebihan Pembayaran 



9.        Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi 
10. Kadaluarsa Penagihan Retribusi 
11.  
12. Tata Cara Penyetoran Retribusi 
13. Penyidikan 
14. Ketentuan Pidana 
15. Ketentuan Peralihan 
16. Ketentuan Penutup 

 
STATUS 
 
 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir 
 Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 20 April  2009 

 
 
CATATAN 

 
Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ini mengakomodasi ketentuan 
mengenai Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan, yaitu setiap pelayanan 
pemberian IUI, TDI, SIUP dan TDG dan oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan 
Perdagangan, Pergudangan dan Industri; 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


